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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia 

No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rebuplik 

Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk 

menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa 

Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman 

transliterasi itu adalah sebagai berikut: 

1. Konsonan  

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem 

tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini 

sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan 

dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan 

tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf 

latin: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba’ B Be ب

 ta' T Te ت

 sa' Ś s (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 ha’ ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د
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 Zal ẑ zet (dengan titik diatas) ذ

 ra' R Er ر

 Z Z Zet ز

 S S Es س

 Sy Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik dibawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 T ṭ te (dengan titik dibawah) ط 

 Za ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ 

 ain ‘ koma terbalik (diatas)‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق 

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 M M Em م

 Nun N En ن

 Waw W We و

 ha’ Ha Ha ه

 Hamzah ' Apostrof ء 

 Ya Y Ye ي
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2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang 

terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau 

diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa 

tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ  Fathah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  Dhammah U U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya 

berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu: 

Tanda Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

 Fathahdanya Ai a dani يْ  ...

 Fathahdanwau Au a dan u وْ  ...

 

Contoh: 

ب   ت 
 
 Kataba - ك

ل   ع 
 
 Fa’ala - ف

ر   ك 
 
 ẑukira - ذ

ب   ه 
ْ
ذ  yaẑhabu - ي 

ل   ئ 
 su’ila - س 
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يْف

 
 kaifa - ك

وْل    haula - ه 

 

 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 Fathah dan alif ا...ى  ...

atau ya 
A 

A dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ya I ى  ...
i dan garis di 

atas 

 Hammah dan و  ...

wau 
U 

U dan garis di 

atas 

Contoh: 

 Qāla - قالَََ

 Ramā - رَمىََ

 Qĭla - قِيْلََ

4. Ta’marbuṭah 

Transliterasi untuk ta’marbuṭah ada dua: 

a. Ta’marbuṭah hidup 

Ta’marbuṭah hidup atau mendapat harakat fathah, 

kasrah dan dammah, tranliterasinya adalah “t”. 

b. Ta’marbuṭah mati 

Ta’marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

tranliterasinya adalah “h”. 

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta’marbuṭah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua 

kata itu terpisah maka ta’marbuṭah itu ditransliterasikan 

dengan ha(h). 

Contoh: 
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 ل  
 
 طفا

 
 الأ

 
ة وْض   rauḍah al-aṭfāl - ر 

- rauḍatulaṭfāl 

 
 
ة ر  وَّ  الممن 

 
ة ين  د   al-Madĭnah al-Munawwarah - الم 

- al-Madĭnatul al-

Munawwarah 

 
ْ
ة ح 

ْ
ل
 
 talḥah - ط

5. Syaddah 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam 

transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda 

syaddahitu. 

Contoh: 

 
 
بّنا  rabbanā - ر 

ل    nazzala - نزَّ

رّ   al-birr - الب 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di 

bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan 

kata sandang yang diikuti huruf qamariyah. 

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah. 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 

ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti 

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

Contoh: 

ل    ar-rajulu - الرَّج 

د   يّ 
 as-sayyidu - السَّ

مْس  
ّ
 as-syamsu - الش
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b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah. 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

م  
 
ل
 
 al-qalamu - الق

يْع   د   al-badĭ’u - الب 

ل  
 
لا  al-jalālu - الج 

c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan 

dihubungkan dengan tanda sempang. 

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan 

apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di 

tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi 

dilambangkan, karena dlam tulisan Arab berupa Alif. 

Contoh: 

نوْء  
ّ
 ’an-nau - ال

يْئ  
ً
 syai’un - ش

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf 

atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata 

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

ا   جْر  م    
ّ

اللّ سْم   ب 

 
 
ها

 
رْسا م  و 

 
 ها

bismillāhimajrehāwamursahā 

ليْل 
 
خ
ْ
يْم  اال اه  بر   ibrāhĭm al-khalĭl إ 

ibrāhĭmul-khalĭil 
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9. Huruf Kapital 

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam 

EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri 

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. 

Contoh: 

 

 

Penggunaan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam 

tulisa Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu 

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan. 

Contoh: 

   
ّ

اللّ ن   مّ  صصْر 
 
ن

ر يْب  
 
فتْح  قق  و 

Naṣrunminallāhiwafathunqarĭb 

10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 

pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi 

ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid. 

 

 

 

 

 

وْل   س  ر 
َّ
لا  إ 

د  مَّ ح  ام  م   Wa mā Muhammadun illā rasl و 
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MOTTO 

 

“Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak 

menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka 

menyerah” 

-Thomas Edison 
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ABSTRAK 

 

Ralia Damayanti. 2024. Perbandingan Norma Penetapan Biaya 

Pemeliharaan Ma’jur antara KHES dengan Fatwa DSN-MUI. 

Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan. 

 

Dosen Pembimbing Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I 

 
Konflik norma dalam tata hukum positif merupakan persoalan 

yang selalu menarik untuk dibahas, khususnya di negara yang 

menjadikan legislasi (legislation/law and regulation) sebagai sumber 

hukum formil yang utama. Pada penelitian ini penulis mengamati 

terdapat perbedaan atau konflik norma antara Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah Pasal 312 dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-

MUI/IV/2000 yang merupakan aturan hukum specialis atau khusus, yang 

mana konflik norma tersebut terletak pada aturan mengenai penetapan 

biaya pemeliharaan ma’jur dalam akad ijarah. Hal inilah yang 

melatarbelakangi penulis untuk mengetahui konflik norma penetapan 

biaya pemeliharaan ma’jur dan akibat hukum dari terjadinya konflik 

norma penetapan biaya pemeliharaan ma’jur antara KHES dengan Fatwa 

DSN-MUI.  

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan 

menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan 

pendekatan analitis. Adapun bahan hukum penelitian ini diperoleh dari 

bahan hukum primer yaitu ketentuan ijarah yang terdapat dalam KHES, 

Fatwa DSN-MUI dan POJK yang diperinci pada SEOJK. Bahan hukum 

sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, kamus hukum dan 

sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis bahan 

hukum yang penulis gunakan untuk menganalisis yaitu menggunakan 

analisa preskriptif dengan menggunakan logika dan penalaran hukum 

deduktif.  

 

Berdasarkan dari hasil analisis penulis menunjukan bahwa 

terdapat perbedaan atau konflik norma mengenai aturan penetapan biaya 

pemeliharaan ma’jur pada akad ijarah, yang mana aturan hukum 

mengenai penetapan biaya pemeliharaan ma’jur diatur dalam KHES 

Pasal 312 dan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Pengaturan 
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penetapan biaya pemeliharaan ma’jur yang diatur dalam dalam 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  Pasal 312  yang menjelaskan 

bahwa pemeliharaan ma’jur (objek ijarah) menjadi tanggung jawab dari 

musta’jir (penyewa) kecuali ditentukan lain dalam akad, sedangkan di 

dalam Fatwa DSN-MUI menerangkan bahwa Lembaga Keuangan 

Syariah sebagai pemberi manfaat barang atau jasa yang wajib 

menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah. Sehingga dari perbedaan 

kedua regulasi tersebut dapat mengakibatkan tidak adanya kepastian 

hukum dalam hal penetapan biaya pemeliharaan ma’jur, terjadinya 

perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan akad 

ijarah mengenai penetapan biaya pemeliharaan ma’jur dan menambah 

potensi terjadinya konflik atau sengketa di Lembaga Keuangan Syariah, 

karena pada umumnya Lembaga Keuangan Syariah itu acuannya adalah 

Fatwa DNS-MUI namun jika terjadi sebuah sengketa yang diselesaikan 

di Pengadilan Agama maka hakim di Pengadilan Agama pedomannya 

adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, oleh karena itu 

dimungkinkan terdapat Lembaga Keuangan Syariah yang juga 

berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah. 

 

Kata Kunci: Perbandingan Norma, Akibat Hukum, Penetapan 

Biaya Pemeliharaan Ma’jur. 
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ABSTRACT 

 

Ralia Damayanti. 2024. Comparison of Ma'jur Maintenance Costing 

Norms between KHES and Fatwa DSN-MUI. Thesis of K.H. 

Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. 

 

Skripsi Advisor: Dr. Karimatul Khasanah, M.SI. 

 

Norm conflict in positive legal systems is an issue that is always 

interesting to discuss, especially in countries that make legislation (law 

and regulation) the main source of formal law.In this research the author 

observes that there is a difference or conflict in norms between the 

Compilation of Sharia Economic Law Article 312 and the DSN-MUI 

Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/ 2000, where the conflict of norms lies in the 

rules regarding determining ma'jur maintenance fees in ijarah contracts. 

This is the background for the author to find out the conflict in norms for 

determining advanced maintenance costs and the legal consequences of 

a conflict in norms for determining advanced maintenance costs between 

KHES and DSN-MUI Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000. 

 

This type of research is juridical-normative research using 

conceptual, statutory and analytical approaches. The legal material for 

this research was obtained from primary legal material, namely the 

ijarah provisions contained in KHES, DSN-MUI Fatwa and POJK which 

are detailed in SEOJK. Secondary legal materials were obtained from 

books, journals, articles, legal dictionaries and other sources relevant to 

this research. The legal material analysis technique that the author uses 

to analyze is prescriptive analysis using logic and deductive legal 

reasoning. 

 

Based on the results of the analysis, the author shows that there 

are differences or conflicts in norms regarding the rules for determining 

advanced maintenance costs in ijarah contracts, where the legal rules 

regarding determining advanced maintenance fees are regulated in 

KHES Article 312 and DSN-MUI Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000. 

Regulations for determining ma'jur maintenance costs are regulated in 

the Compilation of Sharia Economic Law Article 312 which explains that 

maintenance of ma'jur (ijarah objects) is the responsibility of the 

musta'jir (tenant) unless otherwise specified in the contract, whereas in 

the DSN-MUI Fatwa explains that Sharia Financial Institutions as 
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providers of goods or services are obliged to bear the costs of 

maintaining the ijarah object. So, the differences between the two 

regulations can result in a lack of legal certainty in terms of determining 

ma'jur maintenance fees, differences in interpretation in the 

implementation relating to the ijarah agreement regarding the 

determination of ma'jur maintenance fees and increase the potential for 

conflict or disputes in Sharia Financial Institutions, because in general 

the reference for Sharia Financial Institutions is the DNS-MUI Fatwa, 

but if there is a dispute which is resolved in the Religious Court, the 

guideline for the judge in the Religious Court is the Compilation of 

Sharia Economic Law, therefore it is possible for there to be Sharia 

Financial Institutions which are also guided by the provisions regulated 

in the Compilation of Sharia Economic Law. 

 

Keywords: Norm Comparison, Legal Effects, Ma'jur Maintenance 

Costing. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga yang 

dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun 

dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan 

imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. 

Setiap Lembaga Keuangan Syariah mempunyai dasar hukum 

yang dapat menjadi pedoman dalam mencari keridhaan Allah 

SWT agar setiap kegiatan yang berhubungan dengan Lembaga 

Keuangan Syariah tidak bertentangan dengan aturan ataupun 

prinsip agama yang sudah ditentukan. Lembaga Keuangan 

Syariah mempunyai fungsi salah satunya yaitu untuk mengelola 

serta memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan 

kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah. 

Di dalam Lembaga Keuangan Syariah terdapat beberapa 

akad-akad yang digunakan untuk bertransaksi sesuai dengan 

prinsip syariah. Akad yang dimaksud adalah perjanjian, 

pertalian, dan mengikat secara bersama-sama dengan diikuti ijab 

dan qabul. Salah satu contoh akad yang digunakan  dalam 

pembiayaan syariah yaitu akad ijarah (sewa menyewa).  

Ijarah merupakan upah sewa yang diberikan kepada 

seseorang yang telah mengerjakan sesuatu pekerjaannya, atau 

imbalan tertentu dan sah atau ganjaran bagi jasa keuntungan 

untuk manfaat yang diajukan yang akan diambil atau untuk upah 

hasil kerja yang diajukan atau yang akan dikeluarkan. Adapun 

ijarah secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat 

yang mubah berupa barang dalam waktu tertentu atau yang 

dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu terentu, atau 

transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui pula.  Menurut 
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Fatwa DSN-MUI bahwa yang dimaksud dengan akad ijarah 

adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang 

dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa 

diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.1 

Manfaat yang disebutkan dalam pengertian di atas bisa 

dalam berbentuk barang seperti tempat tinggal, berbentuk 

manfaat seperti kendaraan mobil, bisa juga berbentuk karya, 

seperti pembangunan gedung dan taman oleh arsitek. Orang yang 

menyewakan manfaat disebut (muajir), orang yang menyewa 

disebut (musta’jir) adapun sesuatu yang digunakan untuk 

berakad dan diambil manfaatnya adalah ma’jur (benda yang 

diijarahkan). Sedangkan imbalan manfaat berupa jasa yang 

diberikan disebut ajran atau ujrah (upah).  

Dalam melakukan sebuah transaksi dengan menggunakan 

akad ijarah tentunya terdapat beberapa ketentuan, yang salah satu 

contohnya yaitu mengenai penetapan biaya pemeliharaan ma’jur 

(barang yang disewakan). Aturan hukum mengenai akad ijarah di 

atur dalam KHES Pasal 312 dan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-

MUI/IX/2017 akan tetapi terdapat juga aturan khusus  mengenai 

pembiayaan ijarah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 

09/DSN-MUI/IV/2000. Aturan mengenai penetepan biaya 

pemeliharan ma’jur dalam akad ijarah di atur dalam KHES Pasal 

312 yang menjelaskan bahwa pemeliharaan ma’jur (objek ijarah) 

adalah tanggung jawab musta’jir (penyewa) kecuali ditentukan 

lain dalam akad. Sedangkan di dalam Fatwa DSN-MUI No 

112/DSN-MUI/IX/2017 tidak dijelaskan secara terperinci 

mengenai biaya pemeliharaan ma’jur, namun terdapat aturan 

khusus mengenai biaya pemeliharaan ma’jur tersebut diatur lebih 

jelas dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 pada 

ayat 1 poin b yang menyatakan bahwa kewajiban LKS sebagai 

pemberi manfaat barang atau jasa dan menanggung biaya 

pemeliharaan barang. 

 
1 Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah 
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Berdasarkan dari perbandingan aturan tersebut maka 

dapat mengakibatkan perbedaan norma dalam hal mengenai 

aturan penetapan biaya pemeliharaan ma’jur pada ijarah. Adanya 

perbedaan norma tersebut maka akan menimbulkan akibat 

hukum bagi para pihak yang akan melakukan kegiatan dengan 

ijarah, baik itu bagi para pihak pelaku usaha maupun khalayak 

umum di Lembaga Keuangan Syariah, karena nantinya Lembaga 

Keuangan Syariah tersebut harus mengacunya atau berpedoman 

pada regulasi yang mana, serta dari adanya perbedaan norma 

tersebut dapat mengakibatkan praktek yang terdapat di Lembaga 

Keuangan Syariah yang satu dengan Lembaga Keuangan Syariah 

yang lainnya dimungkinkan berbeda.  

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai 

permasalahan tersebut dengan judul Perbandingan Norma 

Penetapan Biaya Pemeliharaan Ma’jur Antara KHES Dengan 

Fatwa DSN-MUI. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perbandingan norma penetapan biaya 

pemeliharaan ma’jur antara KHES dengan Fatwa DSN-

MUI? 

2. Bagaimana akibat hukum terjadinya perbedaan norma 

penetapan biaya pemeliharaan ma’jur pada KHES dan Fatwa 

DSN-MUI? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menjelaskan perbandingan norma penetapan biaya 

pemeliharaan ma’jur antara KHES dengan Fatwa DSN-MUI; 

2. Menjelaskan akibat hukum terjadinya konflik norma 

penetapan biaya pemeliharaan ma’jur pada KHES dan Fatwa 

DSN-MUI. 

D. Kegunaan Penelitian 
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Selain tujuan, dari uraian tersebut diharapkan peneliti dapat 

memberikan manfaat (kegunaan), adapun kegunaan penelitian 

diantaranya: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan 

keilmuan ataupun bisa dijadikan sebagai referensi bagi pihak 

yang ingin melakukan penelitian selanjutnya mengenai 

penetapan biaya pemeliharaan ma’jur (benda yang 

diijarahkan) dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI yang 

nantinya akan bermanfaat ilmiah bagi kalangan akademisi 

maupun peneliti. 

2. Secara Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan 

referensi bagi pihak pengambil kebjakan dan para praktisi 

hukum tentang penetapan biaya pemeliharaan ma’jur dalam 

pembiayaan ijarah agar membawa kemudahan dan tidak 

membawa kerusakan serta sesuai dengan analisis akad ijarah. 

E. Kerangka Teoritik 

Teori yang digunakan sebagai tinjauan analisis yang yang 

sesuai dengan konsep penetapan biaya pemeliharaan ma’jur 

dalam akad ijarah. Argumentasinya adalah teori dan konsep yang 

digunakan sesuai dengan permasalahan yang dikaji, serta jenis 

dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. 

1. Kedudukan KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam Sistem 

Hukum di Indonesia 

 Keberadaan KHES dan Fatwa DSN-MUI tidaklah dapat 

dipungkiri tentang wujudnya sebagai bagian norma hukum 

yang mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Eksistensi 

KHES dalam hukum positif di Indonesia dapat dilihat pada 

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008. 

Pasal satu ayat (1) menyebutkan hakim Pengadilan Agama 

lingkungan Peradilan Agama yang memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi 

syariah mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah 
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dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).2 

Meskipun pada tahun 2008, Mahkamah Agung melalui 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 

telah menetapkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES). Namun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 

yaitu tidak termasuk dalam hierarki peraturan Perundang-

Undangan sehingga KHES tidak memiliki kekuatan hukum 

mengikat keluar, karena pada dasarnya Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah hanya mengikat institusi peradilan agama 

(internalrules) saja. Serta KHES tidaklah berbentuk UU, 

faktanya hanya sekedar PERMA, dan ini pastinya 

berpengaruh dalam kekuatan hukum legislasi nasional. 

Namun keberadaan KHES yang menjadi rujukan para Hakim 

Pengadilan Agama sebagai penyelesain sengketa dapat 

dikatakan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi 

interne hakim-hakim Pengadilan Agama untuk mengisi 

kekosongan hukum yang ada. 

Sedangkan Fatwa DSN-MUI merupakan wujud 

bagaimana hukum Islam menjawab berbagai macam 

persoalan dan bentuk transaksi ekonomi kontemporer yang 

perkembangannya semakin inovatif. Di dalam tata urutan 

peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan fatwa 

sebagai bagian dari dasar hukum di Indonesia, sehingga 

Fatwa DSN-MUI tidak dapat dijadikan sebagai landasan 

hukum positif di Indonesia dan tidak memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat, Namun agar Fatwa DSN-MUI 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka Fatwa 

DSN-MUI harus diadopsi dan disahkan secara formal dalam 

bentuk Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah lainnya. 

2. Teori Kepastian Hukum 

 
2 Darwin, “ Studi Efektifitas PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman dalam 

Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”,  Jurnal 

Tamwil, No.  I (2018): 2. 
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Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan 

sebagai sebuah peraturan perundan-undangan yang dibuat 

serta diundangkan dengan pasti. Hukum dibuat untuk 

menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan 

kepastian hukum . Sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo 

bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari atau 

lebih khusunya lagi merupakan produk dari perundang 

undangan3. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch 

mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif 

yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang 

berada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun 

hukum positif tersebut dinilai kurang adil.  Kepastian hukum 

merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum 

terutama untuk norma hukum tertulis. Oleh sebab itu, hukum 

tanpa adanya nilai kepastian maka tidak dapat dijadikan 

sebagai pedoman hidup.  Kepastian hukum dapat dicapai jika 

substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum 

adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya 

masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang 

disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (realistic 

legal certainly), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan 

antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan 

memahami sistem hukum. 

3. Asas-asas dalam Pembentukan-pembetukan Peraturan 

Perundang-Undangan 

a. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori artinya bahwa 

peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian 

peraturan hukum yang lebih tinggi dapat 

mengenyampingkan peraturan hukum yang lebih rendah. 

 
3 Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum” (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 

20. 
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b. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali artinya bahwa 

peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan 

yang lebih umum. 

c. Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori merupakan asas 

hukum di mana peraturan yang baru dapat 

menyampingkan atau meniadakan peraturan yang lama. 

4. Konsep Akad Ijarah dalam Fikih  

Istilah ijarah berasal dari kata al-ajru yang secara 

bahasa berarti imbalan (al-iwadh). 4 Ijarah adakah akad 

pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan barang itu sendiri.5 Akad ijarah merupakan 

bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat dengan 

disertai imbalan tertentu. Seperti menyewakan manfaat dari 

bangunan atau mesin-mesin produksi yang manfaat dan 

kegunaannya bisa diambil oleh anggota, atau jasa yang 

merupakan produk perbankan kepemilikan dan 

pelaksanaannya langsung dikerjakan oleh lembaga keuangan 

tersebut.  

Dasar Hukum Ijarah yaitu di dalam Al-Qur’an 

disebutkan penggalan Q.S. At-Thalaq (65):6, yang artinya 

bahwa jika mereka telah menyusukan anakmu, maka 

berikanlah upah mereka. Ayat tersebut menjadi dasar hukum 

adanya sistem sewa menyewa dalam hukum islam, seperti 

yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh 

menyewa orang lain untuk menyusui anaknya. 

Rukun dan Syarat Ijarah Menurut Fatwa DSN-MUI 

No. 09/DSN-MUI/IV/2000, rukun dan syarat ijarah adalah 

sebagai berikut: 

 
 4 Sayyid Sabiq, “Fiqh Sunnah” terjemahan Kamaluddin A. Marzuki dari 

“Fiqhus Sunnah” (Jakarta Pusat: Yayasan Syi’ar Islam Indonesia), cet. Ke-1, jilid 13,7. 

 5 Harun Santoso dan Anik, “Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan 

Syariah”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, no. 02 (2018): 107. 
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a) Sighat, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari 

kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik 

secara verbal aau dalam bentuk lain; 

b) Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa 

atau pemberi jasa dan penyewa  atau pengguna jasa; 

c) Objek akad ijarah: 

1. Manfaat barang dan sewa;atau 

2. Manfaat jasa dan upah 

Adapun rukun ijarah menurut KHES yaitu: musta’jir 

(pihak yang menyewa), mua’jir (pihak yang menyewakan), 

ma’jur (benda yang diijarahkan), dan akad. 

 

 

 

F. Penelitian yang Relevan 

Harun Santoso dan Anik tahun 2018 dalam penelitiannya 

yang berjudul “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan 

Syariah”.6 Dalam penelitian ini membahas tentang pembiayaan 

dengan akad sewa menyewa (ijarah) dengan berbagai ketentuan 

sampai berakhirnya akad ijarah dalam operasional Perbankan 

Syariah. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai 

penentuan ujrah yang sudah ditetapkan pada Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES) serta model pembayaran akad ijarah. 

Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian tersebut 

yaitu penulis meneliti lebih dalam terhadap teori atinomi norma, 

objek kajian penelitian, serta pendekatan penelitian yang 

digunakan berbeda dengan peneliti sebelumnya. Sedangkan 

persamaan pada penelitian penulis yaitu adanya persamaan 

terkait dengan konsep akad ijarah dalam fikih serta metode 

penelitian yang digunakan. 

Mohammad Ghozali tahun 2022 dalam penelitiannya 

yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-

 
6 Harun Santoso dan Anik, “Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan 

Syariah”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, No. 02 (2018): 107. 
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MUI/IV/2000 tentang Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah”.7 

Dalam penelitian ini membahas tentang penerapan Fatwa DSN-

MUI No. 09 tahun 2000 yang memperbolehkan pegadaian untuk 

mengambil biaya sebagian upah atas pemeliharaan barang dan 

penyewaan tempat. Dalam penelitian ini praktek ijarah sudah 

sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.09 tahun 2000 karena objek 

yang ditawarkan berupa manfaat. Serta pembulatan perhitungan 

waktu ijarah tidak termasuk dalam jenis kedzaliman, karena 

pihak nasabah mengetahui praktek pembulatan perhitungan 

diawal akad dan kedua belah pihak secara sukarela sudah 

menyetujui. Walaupun pada penelitian ini diterapkan pada 

Pegadaian akan tetapi penulis lebih memfokuskan pada 

penerapan fatwanya dan sistem pengambilan biaya atas 

pemeliharaan barang. Yang membedakan penelitian penulis 

dengan penelitian ini yaitu penulis lebih dalam menganalisis 

metode penelitian menggunakan yuridis-normatif sedangkan 

pada penelitian jurnal tersebut menggunakan penelitian 

deskriptif-kualitatif serta mekanisme akad ijarah yang 

diterapkan.  

Nunung Rodliyah tahun 2021 dalam penelitiannya yang 

berjudul “Analisis Praktik Akad Ijarah dalam Lembaga 

Pembiayaan Syariah di Indonesia”.8 Dalam penelitian ini 

membahas tentang ketentuan hukum dari akad ijarah (sewa 

menyewa) serta bagaimana operasionalnya dalam pembiayaan 

syariah yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. 

Didalam beberapa ketentuan akad ijarah dimana dalam kegiatan 

pembiayaannya harus berdasarkan ataupun sesuai dengan prinsip 

syariah sehingga tidak bertentangan dengan hukum lain yang ada 

serta berlaku sehingga tidak mengakibatkan kerancuan ataupun 

kekosongan hukum. Yang membedakan penelitian dengan 

 
7 Mohammad Ghozali, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah”, Jurnal Masharif Al-

Syariah, No. 3 (2022): 1142, https://doi.org/10.30651/jms.v7i3.12658 
8 Nunung Rodliyah, “Analisis Praktik Akad Ijarah dalam Lembaga 

Pembiayaan Syariah di Indonesia”, Journal of Islamic Law Studies, No. 2 (2021): 8. 

https://doi.org/10.30651/jms.v7i3.12658
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penulis yaitu teori yang digunakan serta metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan persamaannya yaitu 

jenis penelitian yang digunakan serta objek kajian yang diteliti.  

Muslimin, Bintang, dkk tahun 2022 dalam penelitiannya 

yang berjudul “Efektivitas KHES dan Fatwa DSN-MUI terhadap 

Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”.9 Dalam 

penelitian ini membahas tentang kedudukan KHES dan Fatwa 

DSN-MUI dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam penelitian 

tersebut dituliskan bahwa keberadaan KHES dan Fatwa DSN-

MUI tidak dapat dipungkiri terkait bentuk wujudnya sebagai 

bagian norma atau aturan hukum yang mempengaruhi hukum di 

Indonesia. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai 

kelemahan dari KHES dan Fatwa DSN-MUI, serta beberapa hal 

yang menyebabkan adanya disharmonisasi dari kedua aturan 

hukum tersebut. Penulis berfokus pada penelitian ini mengenai 

kedudukan antara KHES dan Fatwa DSN-MUI dimana sesuai 

dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis, akan tetapi 

pada penelitian tersebut tidak menerangkan lebih jelas tentang 

aturan penetapan biaya pemeliharaan ma’jur pada akad ijarah. 

Yang membedakan peneltian ini dengan penelitian penulis yaitu 

dalam penelitian ini tidak menerangkan lebih jelas objek kajian 

mengenai akad ijarah hanya saja menerangkan tentang 

kedudukan antara KHES dan Fatwa DSN-MUI, serta tidak 

terdapat metode penelitian, kerangka teori, pendekatan penelitian 

yang digunakan. Sedangkan persamaannya yaitu permasalahan 

(objek kajian) yang dibahas dalam penelitian ini dimana 

menjelaskan tentang efektivitas KHES dan Fatwa DSN-MUI 

terhadap penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. 

Nadhira Wahyu Adityarani & Lanang Sakti tahun 2020 

dalam penelitiannya yang berjudul “ Tinjauan Hukum Penerapan 

Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah dalam Perkembangan 

 
9 Muslimin, dkk, “Efektivitas KHES dan Fatwa DSN-MUI terhadap 

Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”, Jurnal Pendidikan Tambusai, No.2 

(2022): 8617, https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.3723. 

https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.3723
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Ekonomi Syariah di Indonesia”.10 Dalam penelitian ini 

membahas mengenai ketentuan hukum penerapan akad ijarah 

baik itu dari segi pengertian, rukun dan syarat, landasan hukum 

dan ketentuan lainnya tentang akad ijarah yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Yang membedakan penelitian 

ini dengan penelitian penulis yaitu tidak terdapat pendekatan 

penelitian, kerangka teoritik serta menjelaskan lebih lanjut 

mengenai inovasi dari akad ijarah dalam perkembangan ekonomi 

syariah di Indonesia yang mana itu bukan termasuk objek kajian 

yang ada dalam penelitian dari si penulis. Sedangkan 

persamannya terletak pada metode penelitian yang digunakan 

yaitu menggunakan penelitian hukum normatif artinya suatau 

pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, serta di dalam penelitian ini 

membahas mengenai tinjauan hukum dari akad ijarah. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Objek Kajian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini 

adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian  yang 

mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. 

Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan 

hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan 

suatu peristiwa hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan 

untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru 

sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang 

dihadapi.11 Dan objek kajian yang diteliti pada penelitian ini 

yaitu mengenai penetapan biaya pemeliharaan ma’jur dalam 

KHES Pasal 312 dan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-

MUI/IX/2017 di mana aturan mengenai penetapan biaya 

 
10 Nadhira Wahyu Adityarani & Lanang Sakti, “ Tinjauan Hukum Penerapan 

Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di 

Indonesia”, Jurnal Fundammental JUSTICE, No. 2 (2020): 

42,  https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900. 
11 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum” (Jakarta: Kencana 2011), 141. 

https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900
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pemeliharaan ma’jur  di atur secara khusus dalam Fatwa 

DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian hukum yang dignakan dalam 

penulian ini adalah: 

a. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

Pendekatan konseptual merupakan jenis 

pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan 

sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam 

penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep 

hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat 

dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan.  

Konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat 

dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis 

penelitian hukum, karena akan banyak muncul konsep 

bagi suatu fakta hukum. Dengan adanya pendekatan 

konseptual maka peneliti dapat membuat argumentasi 

hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang 

diajukan. Adapun konsep yang akan menjadi bahan 

analisis dalam kajian ini yaitu konsep tentang ijarah. 

b. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Dalam penulisan ini dimaksudkan untuk 

memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif 

hierarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas 

dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan 

perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua 

peraturan perundang-undangan dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani.12 

Dalam penelitian ini Peraturan Perundang-

undangan yang digunakan yaitu Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah Pasal 312, Fatwa DSN-MUI No. 

 
12 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum” (Jakarta: Kencana 2011), 93. 
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112/DSN-MUI/IX/2017, dan Fatwa DSN-MUI No 

09/DSN-MUI/IV/2000. 

c. Pendekatan Analitis (Analytical Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna 

pada istilah-istilah hukum yang terdapat didalam 

perundang-undangan, dengan begitu peneliti 

memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-

istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis 

dengan menganalisis putusan-putusan hukum. 

Pendekatan analitis dilakukan melalui dua pemeriksaan: 

Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru 

yang tekandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. 

Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam 

praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. 
13 

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis 

yaitu norma-norma yang ada didalam Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI.  

3. Bahan Hukum 

a. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang 

berisikan pengetahuan ilmiah maupun pengertian baru 

tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan 

(ide), seperti: peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan lainnya yang terkait dengan penetapan biaya 

pemeliharaan ma’jur dalam akad ijarah. Bahan hukum 

primer dapat juga dikatakan bahan hukum yang 

mempunyai otoritas.14 

Bahan hukum primer dari penelitian ini yaitu ketentuan 

tentang ijarah yang ada didalam  KHES, Fatwa DSN-

MUI, dan POJK yang diperinci pada SEOJK 

b. Bahan Hukum Sekunder adalah suatu bahan pustaka yang 

berisi informasi untuk menjelaskan bahan hukum primer. 

 
13 Johny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif” 

(Malang: Bayumedia Publishing, 2018), 310. 
14 Zainudin, “Metode Penelitian Ilmu Hukum” (Jakarta: Sinar Grafika), 47. 
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Bahan hukum sekunder terdapat dalam buku-buku, 

jurnal, artikel, kamus hukum dan sumber sumber lainnya 

yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini yaitu 

antinomi norma penetapan biaya pemeliharaan ma’jur. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah 

satu kunci faktor yang peting dalam menentukan 

keberhasilan pada sebuah penelitian yang dilakukan. 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian  normatif maka 

teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan studi dokumentasi yaitu mencari 

ataupun menemukan bahan hukum primer yang terdapat pada 

Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan 

penelitian ini yaitu berupa KHES, Fatwa DSN-MUI, dan 

POJK yang diperinci pada SEOJK serta bahan hukum 

sekunder yang berupa buku-buku, jurnal ataupun dokumen 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.  

5. Teknik Analisis Bahan Hukum  

Setelah dilakukannya teknik pengumpulan bahan 

hukum, dalam teknik pengolahannya dapat dilakukan dengan 

beberapa langkah sebagai berikut: 

1. Penelitian kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh 

(editing) sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila 

ditemukan bahan hukum yang belum lengkap dan 

memformulasikan bahan hukum yang diperoleh ke dalam 

kalimat yang mudah dipahami atau sederhana. 

2. Proses pengklasifikasian bahan hukum, kemudian 

dicocokan dengan permasalahan yang ada, agar 

tujuannya yaitu untuk mempermudah analisis yang 

dikemukakan. 

3. Sistematisasi (mencatat bahan hukum secara sistematis 

dan konsisten), bahan hukum yang diperoleh dituangkan 

dalam suatu rancangan konsep kemudian dijadikan 

sebagai dasar utama dalam memberikan analisis sehingga 
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akhirnya terdapat kesesuaian bahan hukum dengan 

analisis yang diberikan. 

4. Deskripsi, adalah menggambarkan hasil penelitian 

berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian 

untuk dianalisis. 

5. Penarikan kesimpulan, merupakan tahap akhir dari teknik 

analisis bahan hukum setelah terkumpulnya bahan bahan 

hukum yang diperoleh. 

Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan 

dengan teknik analisis bahan hukum dimana penulis 

menggunakan analisa preskriptif dengan menggunakan 

logika dan penalaran hukum deduktif. Sifat analisa 

preskriptif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam 

menganalisis berkeinginan untuk mendapatkan saran-saran 

mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi 

masalah-masalah tertentu. Serta menggunakan logika dan 

penalaran hukum deduktif yang artinya yaitu suatu penalaran 

yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang 

kebenarannya telah diketahui dan diyakini, dan berakhir pada 

suatu kesimpulan atau pengetahuan yang baru yang bersifat 

lebih khusus. Pola penarikan kesimpulan dalam penalaran 

hukum deduktif merujuk pada pola berfikir yang disebut 

silogisme. Dan terdapat beberapa silogisme dalam logika dan 

penalaran hukum deduktif diantaranya silogisme konditional, 

silogisme kategorikal, serta silogisme alternatif. Selanjutnya 

setelah dianalisis menggunakan analisa preskriptif dengan 

menggunakan logika dan penalaran hukum deduktif, maka 

akan diketahui apakah penetapan biaya pemeliharaan ma’jur 

dalam akad ijarah sudah sesuai dengan peraturan yang ada 

dan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan proposal ini 

sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 
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kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Teori Kepastian Hukum dan Asas dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan didalamnya 

menjelaskan mengenai teori kepastian hukum, serta asas- asas 

dalam pembentukan-pembentukan peraturan perundang-

undangan,  

BAB III Gambaran Umum Norma Ijarah dalam KHES dan 

Fatwa DSN-MUI menjelaskan hasil penelitian yang sesuai 

dengan judul peneltian dan diuraikan secara rinci mengenai 

kedudukan KHES dalam sistem hukum di Indonesia, kedudukan 

Fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum di Indonesia, ketentuan 

ijarah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ketentuan 

ijarah dalam Fatwa DSN-MUI, dan ketentuan ijarah dalam fikih 

yang berfokus pada biaya pemeliharaan ma’jur. 

BAB IV Analisis  pada bab ini berisi analisis dimana akan 

menjawab isi dari rumusan masalah yang sesuai dengan judul 

yang dikaji yaitu Perbandingan  Norma Penetapan Biaya 

Pemeliharaan Ma’jur Antara KHES Dengan Fatwa DSN-MUI. 

BAB V: Penutup menjelaskan simpulan dari hasil penelitian dan 

disertai dengan pemberian saran dari hasil penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dari keseluruhan hasil 

penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan atau konflik norma antara Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah dengan Fatwa DSN-MUI, yang 

mana konflik norma ini terletak pada aturan mengenai 

penetapan biaya pemeliharaan ma’jur pada akad ijarah. 

Pengaturan penetapan biaya pemeliharaan ma’jur yang 

diatur dalam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  

Pasal 312  yang menjelaskan bahwa pemeliharaan ma’jur 

(objek ijarah) menjadi tanggung jawab dari musta’jir 

(penyewa) kecuali ditentukan lain dalam akad, sedangkan 

didalam Fatwa DSN-MUI menetapkan bahwa Lembaga 

Keuangan Syariah sebagai pemberi manfaat barang atau jasa 

yang wajib menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah. 

Dari ketentuan yang berbeda tersebut menyebabkan 

perbedaan siapa yang berkewajiban menanggung biaya 

pemeliharaan objek ijarah. 

2. Akibat hukum terjadinya konflik norma penetapan biaya 

pemeliharaan ma’jur pada Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 

antara lain:  (1)Terjadinya perbedaan penafsiran dalam 

pelaksanaan yang berkaitan dengan transaksi ijarah 

mengenai penetapan biaya pemeliharaan ma’jur, 

(2)Timbulnya ketidakpastian hukum dalam hal siapa yang 

berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah, 

serta (3)Menambah potensi terjadinya konflik atau sengketa 

di Lembaga Keuangan Syariah, karena pada umumnya 

Lembaga Keuangan Syariah itu acuannya adalah Fatwa 
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DNS-MUI namun jika terjadi sebuah sengketa yang 

diselesaikan di Pengadilan Agama maka hakim di 

Pengadilan Agama pedomannya adalah Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah, oleh karena itu dimungkinkan terdapat 

Lembaga Keuangan Syariah yang juga berpedoman pada 

ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah. Dengan demikian, jika terdapat perbedaan atau 

perbandingan aturan maka cara penyelesaiannya yaitu 

melihat atau menganalisis dengan menggunakan asas-asas 

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka 

dalam penelitian ini asas yang tepat digunakan yaitu asas lex 

specialis derogate legi generali artinya bahwa peraturan 

yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih 

umum. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut adapun saran yang dapat 

penulis sampaikan sebagai berikut: 

1. Bagi Lembaga yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-

Undangan, disarankan agar sebelum membentuk atau 

menyusun suatu peraturan dilakukan pengkajian terhadap 

aturan-aturan yang memiliki relevansi dengan peraturan 

yang akan disusun, sehingga hal ini dapat meminimalisir 

terjadinya konflik norma antar norma yang satu dengan yang 

lainnya. 

2. Cara menyelesaikan konflik norma yang terjadi dalam 

permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yakni 

dengan menerapkan asas-asas dalam pembentukan-

pembentukan peraturan perundang-undangan agar nantinya 

tidak mengakibatkan ketidakpastian hukum. Keberadaan 

KHES dan Fatwa DSN MUI tidaklah dapat dipungkiri 

tentang wujudnya sebagai bagian norma hukum yang 

mempengaruhi hukum di Indonesia. Namun kelemahan 

KHES dan Fatwa DSN, dalam tatanan hukum nasioal 

tidaklah dapat dipungkiri pula keberadaannya. Hal ini karena 

keberadaannya bukanlah sebagai sumber hukum yang 
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mempunyai legalitas hukum nasional. Keberadaan KHES 

menjadi rujukan para Hakim Pengadilan Agama sebagai 

penyelesain sengketanya, akan tetapi KHES ini tidaklah 

berbentuk UU, faktanya hanya sekedar PERMA, dan ini 

pastinya berpengaruh dalam kekuatan hukum legislasi 

nasional. Serta didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak 

menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di 

negara ini, sehingga fatwa tidak dapat dijadikan sebagai 

landasan hukum. Oleh karena itu mengharmonisasikan dan 

memformulasikan Fatwa DSNMUI kedalam KHES serta 

menaikan setatus KHES menjadi Undang-undang adalah 

suatu keharusan. 
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